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PENDAHULUAN
Proses pengambilalihan tanah secara global dapat dilakukan 
oleh industri pangan skala besar seperti di wilayah Amerika 
Selatan (White et al. 2012) maupun Karibia (Borras et al. 
2012), energi (Mc.Carthy et al. 2012), ataupun untuk industri 
wisata seperti di Gili Trawangan (Dickerson 2008; Hampton 
and Jeyacheya 2015), Srilanka (CNS 2014) dan Colombia 
(Ojeda 2011). Pengambilalihan tanah yang terakhir ini juga 
terjadi di Pulau Pari dan merupakan satu bentuk land grabbing 
atau perampasan tanah yang memiliki tujuan berbeda dengan 
ekspansi besar perkebunan atau tambang yang ekstraktif. Yang 
terjadi pada sektor wisata atau konservasi bisa dikategorikan 
sebagai green grabbing yakni perampasan tanah untuk tujuan-
tujuan konservasi atau mengelola lingkungan menjadi lebih 
baik (Fairhead et al. 2012; Bahri dkk 2017). Aspek perampasan 
oleh kapital di dalam prosesnya tampak ketika tanah-tanah hak 
komunal yang dikuasai masyarakat lokal dikonversi menjadi 
tanah dengan hak pribadi, formal serta penciptaan pasar 
tanah yang bebas untuk memuluskan investasi seperti DeSoto 
konsepsikan (Zoomers 2010) 
Berdasarkan sejarah lisan, masyarakat Pulau Pari, Kepulauan 
Seribu, DKI Jakarta telah menghuni pulau ini sejak awal abad 
20. Masyarakat yang memanfaatkan pulau ini berasal dari 
Pulau Panggang, Pulau Tidung ataupun pulau lain yang telah 
lebih dahulu dihuni. Pasca registrasi tanah pertama kali tahun 
1960, baru warga memiliki surat keterangan berupa Letter-C 
atas persil tanah yang mereka manfaatkan. Hal ini mengubah 
sistem tenurial yang sebelumnya bersifat non-formal, berbasis 
pemanfaatan komunal yang artinya tidak diperjualbelikan 
pada orang luar menjadi tanah milik pribadi. Pada tahun 1982-
1985 staf kelurahan “meminjam” Letter-C ini dengan alasan 
akan “diputihkan” agar mendapat legalisasi yang lebih kuat. 
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ABSTRACT
A small island of Pari currently experiencing agrarian conflicts over land involving locals and tourism corporations. This conflict 
has lasted for more than twenty years and there has been no solution to this dispute. This research chooses a case study approach 
to discover how the appropriation of the means of production by capital to Pari’s locals and analyze the critical point of capital 
penetration into the insular region. The data were taken using observation, interviews, archives, focused discussions, and mass-media 
as a qualitative analysis material by generalizing the empirical findings into the intermediate theoretical analysis. The results show 
that this process of dispossession involves the state apparatus essentially by manipulating the lack of local knowledge of the formal 
property system and the application of pseudo-legal system to strengthen the land acquisition process. The Marxian political economic 
perspective sees the relation between corporation and state in land dispossession in Pari is in order to create a pre-condition for the 
formation of a new space of capitalism. This new space is based on primitive accumulation by separating humans from their means 
of production and creating landless people as the foundation for the operation of capital accumulation by the tourism industry and 
potentially excluding fishers or local communities as actors in small island resource management.
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ABSTRAK
Pulau kecil Pari saat ini mengalami konflik agraria atas tanah yang melibatkan masyarakat lokal dan korporasi wisata. Konflik ini telah 
berlangsung selama lebih dari duapuluh tahun dan belum ada solusi atas sengketa ini. Penelitian ini memilih pendekatan studi kasus untuk 
menemukan cara kerja perampasan alat produksi oleh kapital terhadap wargan Pari dan menganalisis kegentingan dari penetrasi kapital 
ke wilayah insular. Data diambil memanfaatkan observasi, wawancara, arsip, diskusi terfokus, dan media massa sebagai bahan analisis 
secara kualitatif dengan menggeneralisasi temuan empirik dalam analisis teoritik level menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
proses perampasan ini melibatkan aparat negara secara esensial dengan cara memanipulasi ketiadaan pengetahuan warga lokal terhadap 
sistem properti formal dan bekerjanya sistem pseudo-legal untuk menguatkan proses akuisisi tanah tersebut. Perspektif ekonomi politik 
Marxian dalam penelitian ini melihat bahwa relasi kapitalistik antara korporasi dan negara dalam perampasan tanah di Pari adalah 
dalam rangka menciptakan pra-kondisi bagi pembentukan ruang baru kapitalisme. Ruang baru ini berbasis akumulasi primitif dengan 
melucuti manusia dari alat produksi dan menciptakan manusia tanpa tanah sebagai fondasi bagi operasi akumulasi kapital oleh industri 
wisata dan berpotensi menyingkirkan nelayan atau masyarakat lokal sebagai aktor dalam pengelolaan sumber daya pulau kecil.
 
Kata kunci: akumulasi dengan perampasan, ekonomi politik, konflik agraria, pulau kecil
Sebagai masyarakat yang relatif jauh dari informasi, ditambah 
lokasinya yang terisolir/jauh dari daratan utama untuk 
mengurus surat-surat, masyarakat menerima saja permintaan 
staf kelurahan ini. Ini lah yang menjadi awal permasalahan 
agraria berkepanjangan di Pulau Pari (Christian et al. 2017).
Pada tahun 1993, satu konsorsium korporasi, PT. BPA 
menyatakan bahwa 90% kepemilikan tanah di Pulau Pari 
adalah milik perusahaan konsorsium para pemilik tanah 
dan ke depannya akan dibangun kawasan wisata modern 
berupa villa, hotel dan pantai yang tertata rapi. Klaim ini 
mendapat tentangan dari warga karena sepengetahuan warga, 
berdasarkan Keputusan Gubernur DKI tahun 1991, fungsi 
tanah di Pari sudah dibagi yakni 10% untuk penelitian, 50% 
untuk kawasan wisata, serta 40% untuk pemukiman, tidak ada 
hak kepemilikan pribadi karena Pulau Pari ditetapkan dalam 
rencana tata ruang  DKI Jakarta sebagai pulau pemukiman di 
bawah penguasaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti 
sepuluh pulau pemukiman lain di Kepulauan Seribu. Namun 
ternyata, perusahaan menyatakan tanah-tanah tersebut telah 
diakusisi melalui jual beli secara resmi melalui kelurahan. 
Indikasinya, Letter C warga yang pernah diminta oleh 
kelurahan pada periode 1982-1985 secara sepihak dialihkan 
kepada perorangan di luar Pulau Pari. Peralihan Letter-C dari 
warga ke kelurahan dan kemudian ke perusahaan secara diam-
diam ini menyisakan kemelut menyangkut siapa yang memiliki 
hak atas tanah tersebut dan bagaimana proses peralihan tanah 
itu terjadi. 
Dari informasi awal atas terjadinya konflik agraria pulau kecil 
di Pulau Pari, penelitian ini hendak menganalisis bagaimana 
cara kerja dan dampak pengambilalihan tanah dari masyarakat 
pulau kecil dari perspektif ekonomi politik. Perhatian utama 
dalam kajian ekonomi politik agraria adalah untuk mengetahui 
bagaimana kapital menguasai tanah-tanah produktif, 
mengubahnya, lalu menghancurkan formasi produksi model 
lama dan kemiskinan yang ada, dan kemudian membangun 
sebuah formasi baru yang harus berhasil (Akram-Lodhi 2007). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 
kegentingan atas praktik-praktik penetrasi kapital yang 
merasuk jauh ke pulau kecil dengan mengambil lingkup 
masalah dari kasus konflik agraria yang telah berlangsung 
selama lebih dari dua dekade. Tercapainya tujuan tersebut 
diharapkan dapat memperkaya studi-studi agraria sebelumnya 
khususnya pada lanskap pulau kecil yang belum banyak dikaji. 
METODE PENELITIAN
Metode atau strategi yang digunakan dalam penelitian 
eksploratif kualitatif ini adalah studi kasus yakni sebuah 
penelitian yang berangkat dari suatu fenomena yang bersifat 
unik dan khusus (Suharjito 2014), berada pada analisis teoretik 
level menengah (Neumann 2015) dan menggunakan multi-
metode (Sitorus 1998). Studi kasus sebagai suatu strategi akan 
menggunakan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” atas 
suatu gejala atau kejadian kontemporer (Yin 1996). Studi kasus 
memiliki kekhasan pada sifatnya yang partikular atau unik 
yang biasanya tersebar pada hakikat kasusnya, latar belakang 
historis, setting fisik, dan konteks lain seperti ekonomi, politik, 
hukum maupun estetika (Denzin and Lincoln 2000). 
Alat penggalian informasi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah: Studi data sekunder (peta, regulasi, monografi, 
hasil riset, dan media massa), penggunaan statistik untuk 
melihat pola awal struktur masyarakat (Wiradi 2009), 
menyusun informasi kesejarahan wilayah untuk memetakan 
pola perubahan, diskusi terfokus untuk merumuskan peta 
kecenderungan perubahan struktur agraria serta wawancara 
mendalam pada aktor-aktor yang terlibat dalam relasi 
konfliktual di Pulau Pari. Untuk penentuan sampling, 
penelitian ini menggunakan sampling non-probabilitas secara 
purposive dengan menentukan pihak dari masing-masing aktor 
untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 
peneliti dan didukung dengan penggunaan snowball sampling 
untuk menemukan sumber informasi relevan lain yang tidak 
diketahui oleh peneliti.
Selama penelitian dilakukan, informan yang dilibatkan 
berjumlah 35 orang secara individual sementara dalam 
beberapa kali diskusi grup terfokus melibatkan 10-15 peserta 
diskusi. Sumber informasi lain berasal dari pemerintah mulai 
kelurahan sampai Kementerian Kelautan dan Perikanan dan 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional serta Kantor Staf Presiden. Informasi lain didapatkan 
melalui pernyataan pihak kedua maupun pernyataan yang 
bersangkutan di media massa maupun melalui komunikasi 
dengan warga.
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Pari yang secara 
administratif merupakan wilayah setingkat RW (Rukun 
Warga) yakni RW 04 dari total 4 RW di Kelurahan Pulau Pari 
yang berpusat di Pulau Lancang. Penelitian lapang dilakukan 
bulan Desember 2016 sampai dengan Juli 2017 secara bolak-
balik guna melengkapi dan memverifikasi data serta informasi.
HASIL PENELITIAN
Profil Sosial Ekonomi dan Budaya
Masyarakat Pulau Pari secara budaya didominasi etnik Banten 
dan bercampur dengan etnik Sunda, Jawa dan Makasar serta 
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Gambar 1. Lokasi Penelitian
Bugis. Secara demografis jumlah penduduk sampai Desember 
2016 adalah 1280 jiwa atau 320 KK yang menempati pulau 
seluas 41,32 Ha. Warga Pulau Pari mengalami dinamika dalam 
perubahan mata pencaharian dalam 50 tahun terakhir. Pada 
awalnya (tahun 60-70) penghidupan warga berasal dari sektor 
perikanan tangkap tradisional dan perkebunan kelapa, pada 
periode 80an-90an budidaya rumput laut menjadi pendapatan 
utama karena Pulau Pari merupakan sentra budidaya rumput 
laut terbesar di Kepulauan Seribu. Memasuki era 2000an 
budidaya rumput laut menurun sehingga budidaya kerapu 
dan perikanan tangkap menjadi andalan penghidupan. 
Pada era 2010 warga Pari sendiri mengembangkan sektor 
pariwisata secara mandiri tanpa ada intervensi pelaku 
dari luar untuk memanfaatkan lanskap pulau dan perairan 
sekitarnya. Perekonomian kemudian bergeser dari perairan 
ke darat meskipun tidak hilang seratus persen (lihat Tabel 
1) Multiplier-effect dari wisata cukup besar sehingga mampu 
menghidupkan unit-unit pendapatan lain seperti homestay, 
jasa wisata, transportasi, perdagangan ritel, dan catering 
termasuk perikanan dengan total nilai ekonominya Rp 
12.365.824.221,25 per tahun (Triyono 2003). 
Sementara itu, sektor perikanan masih berkembang sampai 
hari ini. Sarana tangkap nelayan Pari kebanyakan adalah kapal 
kayu bermesin 300 PK yang menargetkan tangkapan ikan-
ikan pelagis kecil di pesisir utara dan Selat Sunda serta perahu 
dayung nelayan artisanal yang area penangkapannya hanya 
di pinggir pantai sampai 1 mil untuk menangkap rajungan 
dan ikan karang. Alat tangkap kapal kayu menggunakan 
jaring insang dan jaring tonda sementara nelayan dayung 
menggunakan bubu dan pancing handline. Output perikanan 
kebanyakan masuk dalam lingkaran sektor pariwisata karena 
pelele atau pengepul ikan menjual ikan tangkapan di dalam 
pulau ini, namun untuk ikan ukuran besar dibawa ke Tangerang 
dan Angke. Bisa dikatakan sektor pariwisata merupakan 
andalan mata pencaharian seluruh warga Pulau Pari dan bukan 
perikanan. Secara regional pun wisata memang ditetapkan 
sebagai prime-mover ekonomi Kabupaten Administratif 
Kepulauan Seribu (Utomo 2015).
Namun pengembangan ekowisata yang umumnya diprakarsai 
oleh masyarakat tak kemudian menghilangkan ruang konflik 
pada aspek tenurial. Salah satu lokasi konflik di Pari adalah 
perebutan klaim pengelolaan pantai Pasir Perawan yang 
dikelola masyarakat namun perusahaan mengklaim bahwa 
lokasi pantai adalah calon lokasi resort yang harus disterilkan 
dari ruang kelola masyarakat. Tak perlu menggunakan 
tangannya langsung, perusahaan menggunakan tangan 
pemerintah daerah selaku pengelola bidang wisata (atau 
disalahpahami sebagai pemilik aset daerah). Dengan alasan 
pantai adalah wilayah wisata di bawah kontrol pemerintah 
maka prakarsa masyarakat menarik retribusi atau kontribusi 
masuk pantai sebagai pengganti biaya perawatan dianggap 
merupakan pungutan liar karena tidak mendapat persetujuan 
resmi pemerintah daerah Provinsi Jakarta. 
Kondisi Ekologi Pulau Kecil
Secara fisik, Pulau Pari yang memiliki ketinggian hanya 1 
mdpl ini memiliki 236 rumah di mana 178 permanen, 41 semi 
permanen, dan 17 non-permanen. Sementara itu, sarana publik 
yang ada berupa jalan setapak dengan paving blok sepanjang 
4,2 km, pelabuhan seluas 150 m2, 1 mesjid, 2 musholla, 1 
Posyandu, 1 Pos Kesehatan, 1 BKIA, 1 TK, SD dan SMP Satu 
Atap. 
Tanah di Pulau Pari berkarakter tanah pasir, air tawar 
tersedia di hampir seluruh wilayah dan bisa didapatkan dari 
sumur artesis dangkal. Keragaman fauna kecil, selain hewan 
ternak unggas dan kucing tak ada hewan besar lain kecuali 
biawak. Vegetasi yang ada terdiri dari dua jenis yakni 
vegetasi mangrove dan vegetasi pantai/darat. Terumbu karang 
merupakan daya tarik utama bagi wisatawan yang datang 
ke Pari untuk wisata snorkling dan masih dalam kondisi 
baik sehingga sesuai untuk pengembangan wisata (Samadi 
2015; Neksidin 2016). Sementara itu, kondisi perairan di 
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Tabel 1. Periode-periode Penting dalam Konflik Agraria Pulau Pari
sekitar Pari sudah menunjukkan penurunan kualitas di mana 
status pencemarannya berada dalam kategori Cemar Sedang 
(PKSPL-IPB 2005). Pencemaran ini berasal dari dua sumber 
yakni aktivitas di dalam pulau karena material sampah rumah 
tangga dan bahan bakar perahu (Rustam and Salim 2013) serta 
pengaruh dari luar seperti limpasan cemaran sungai Cisadane 
dan Ciliwung,  bahan bakar perahu di Teluk Jakarta serta 
aktivitas perikanan budidaya di Tangerang (Farhan and Lim 
2012).
Salah satu karakter pulau kecil yang sangat membedakannya 
dengan lanskap ekologis lain adalah insularitas atau 
“keterpisahan” dari daratan utama. Dalam konteks biodiversity 
ini menjadikan sumber daya hayati pulau kecil bernilai tinggi 
namun di sisi sosial, insularitas merupakan kerentanan besar 
(Cross and Nutley 1999; Rijanta 2005; Cambers 2006; Satria 
2009) dan ketika kerentanan ini bertemu dengan kuasa dan 
orientasi yang memandang kekayaan hayati tersebut sebagai 
komoditas maka kekayaan ekologis tersebut bisa jadi akan 
menghadapi tekanan. Oleh karena itu penempatan titik berat 
pada ekonomi yang terlalu dominan dan tidak diimbangi 
dengan keseimbangan sosial, hukum dan lingkungan akan 
menempatkan pulau kecil hanya menjadi periferi dalam 
perluasan pertumbuhan kota yang memiliki tingkat risiko yang 
tinggi (Farhan and Lim 2013)
Kebingungan Tenurial dan Kontradiksi dalam Tata Ruang
Yang terjadi di Pulau Pari sampai hari ini bisa disebut 
sebagai “kebingungan tenurial” (Damayanti 2005) atau 
“irregular ownership” (deCadiz and Estorninoz 2011) karena 
ketidakjelasan status tanah yang berpindah dari satu tangan 
ke tangan lain tanpa pencatatan resmi dan legitimate. Kondisi 
ini diperburuk dengan regulasi sektoral yang tumpang tindih, 
hadirnya aktor swasta dengan kuasa kapital, peran negara 
sebagai legitimator transfer aset dari negara ke swasta, dan 
masyarakat yang selama beranggapan bahwa pulau adalah 
common resources namun lemah secara kelembagaan sehingga 
akhirnya berada dalam ancaman marjinalisasi. 
Dari sisi rejim pengelolaan pulau kecil, terdapat dua rejim 
kelola yang memisahkan domain perairan dan daratan. Rejim 
pertama adalah rejim perairan termasuk pengelolaan sumber 
dayanya diatur dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU No 
1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil. Rejim kedua adalah rejim daratan yang diatur 
dengan UU tentang Tata Ruang. Sampai saat ini, domain 
tanah di pulau kecil masih berada dalam domain pertanahan 
yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada tahun 2016, 
ATR/BPN telah menerbitkan aturan di tingkat menteri yang 
mengatur pertanahan yakni Peraturan Menteri ATR/BPN 
No. 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil namun objek yang diatur masih 
terbatas pada petak tanah, bukan ekosistem pulau secara utuh 
dalam dimensi ruang yang lengkap baik ekologi, manusia, dan 
sejarah budaya yang justru menjadi kekhususan sebuah pulau 
kecil seperti dituangkan dalam konsep “kesatuan ekosistem” 
dalam definisi pulau kecil dalam UU RI No. 1 Tahun 2014. 
Secara substantif, Peraturan Menteri ATR/BPN 17/2016 ini 
memiliki ketidaksesuaian dengan UU 1/2014.
Dari aspek konstitusi, terdapat ketidaksesuaian antara amanat 
konstitusi negara dengan praktik penataaan pertanahan di 
tingkat operasional. Salah satu bentuk ketidaksesuaian yang 
terjadi adalah beralihnya status pulau-pulau di Kepulauan 
Seribu menjadi milik swasta, dari 110 pulau sejumlah 56 
pulau merupakan pulau pribadi yang tak bisa diakses tanpa 
ijin pemilik, termasuk akses nelayan untuk bersandar pun 
hilang. Proses peralihan dan akuisisi ini bisa dibilang masih 
relatif gelap dan melibatkan faktor kedekatan antara penguasa 
politik dengan jaringan pengusaha di mana nama-namanya 
tercantum sebagai pemilik pulau di Kepulauan Seribu. Praktik 
ini bertentangan dengan esensi UUD 1945 pasal 33 dan UU 
Pokok Agraria 1960 sehubungan dengan konsep “bumi tanah 
air dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.”
Secara khusus, persoalan pengambilalihan ini lebih rumit 
ketika menyentuh pulau berpenghuni. Dari sebelas pulau 
berpenghuni, delapan pulau berada dalam penguasaan 
pemerintah daerah, dua pulau belum terdata secara resmi, 
dan satu pulau dikuasai swasta. Dalam tabel berikut tampak 
kejanggalan atas penguasaan wilayah pulau berpenghuni di 
Kepulauan Seribu di mana hanya Pulau Pari yang dikuasai 
swasta:
Penguasaan ini menjadi tidak wajar karena secara fungsi tata 
ruang, pulau pemukiman seharusnya menjadi tanah di bawah 
penguasaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sementara di 
Pulau Pari, masyarakat secara tiba-tiba dinyatakan berada 
di tanah pribadi. Kondisi ini secara radikal menjadikan 
masyarakat sebagai warga ilegal dan bisa diusir begitu saja 
dari properti pribadi atau hanya mendapatkan akses yang 
terbatas tergantung dari kesediaan pemilik tanah. Kedaulatan 
atas tanah oleh masyarakat lokal secara drastis hilang sehingga 
potensial mengalami insecurity dan deprivasi. Kebijakan 
pemerintah sendiri menjadi kontradiktif di sini karena secara 
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Tabel 2. Penguasaan Pulau Berpenghuni di Kepulauan Seribu
No Kelurahan Nama pulau Luas (ha) Penguasaan
1 Pulau Tidung Pulau Payung 20,86 Pemprov DKI
2 Pulau Tidung 50,13 Pemprov DKI
3 Pulau Pari Pulau Lancang 15,13 Pemprov DKI




Jawa 40,10 Pemprov DKI
6 Pulau Panggang
Pulau 
Panggang 9 Pemprov DKI
7 Pulau Pramuka 16 Pemprov DKI
8 Pulau Kelapa Pulau Kelapa 13,09 Tidak ada data
9 Pulau Kelapa Dua 1,9 Tidak ada data
10 Pulau Harapan Pulau Harapan 6,7 Pemprov DKI
11 Pulau Sebira 8,82 Pemprov DKI
Sumber: Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kab. Adm. 
Kepulauan Seribu (Perda DKI No 1 Tahun 2014)
spasial Pulau Pari adalah pemukiman namun tanahnya tidak 
dilindungi dari pengambilan oleh swasta.
Ekonomi Politik Perampasan
Secara sosiologis, ekonomi politik adalah tingkat analisis 
perilaku politik dan institusi (Weingast and Wittman 2006). 
Analisis ekonomi politik merupakan cara analisis yang melihat 
bahwa pasar dan pemerintah merupakan institusi politik 
sekaligus institusi ekonomi. Keduanya dibutuhkan untuk 
menyeimbangkan proses ekonomi dan politik guna menjamin 
sebuah masyarakat yang sehat. Keduanya harus saling mengisi 
kelemahan satu sama lain namun pasar dan pemerintah juga 
memiliki kekuatan yang dapat saling bertentangan dan 
berpotensi menimbulkan konsekuensi yang merusak (Clark 
1998).
Ekonomi politik juga bisa dilihat dari dua fokus, pertama adalah 
bagaimana suatu profit dapat diperoleh, apakah dari laissez 
faire ala Smith dan Richardo ataupun dari eksploitasi pekerja 
ala Marx, sedangkan fokus kedua adalah pada bekerjanya 
relasi kuasa dan institusi dalam masyarakat tentang bagaimana 
mendapatkan kebutuhan (Swanvri dk,. 2011). Dari kacamata 
analisis Marxian, ekonomi politik merujuk pada suatu analisis 
yang integratif antara ekonomi, politik dan masyarakat sebagai 
kesatuan yang terstruktur yang berjalan terus menerus dalam 
suatu perjalanan sejarah. Ketiga komponen di atas menjadi 
dasar untuk membaca dan memahami bagaimana suatu proses 
eksploitasi oleh modal dalam sebuah mode produksi kapitalis 
bekerja (Dimmelmeier et al. 2016). 
Bagi Marx ekonomi politik adalah  tentang bagaimana 
kepemilikan alat produksi membentuk proses sejarah 
(Weingast and Wittman 2006). Marx merumuskan bahwa 
“hal paling fundamental dalam memahami ekonomi adalah 
bagaimana kapital direproduksi, bagaimana keuntungan dapat 
dipertahankan, dan bagaimana krisis dibangun (Gamble, 
2000). Maka proses perampasan tanah di Pari dapat dilihat 
dalam perspektif tersebut. Proses perampasan atas ruang hidup 
masyarakat merupakan bagian dari perampasan alat produksi, 
pemisahan manusia dengan tanahnya, komodifikasi tanah, 
menciptakan tenaga kerja tanpa tanah, alienasi tenaga kerja 
dan sebagai ujungnya adalah suatu penciptaan suatu ruang 
baru bagi kapitalisme. Penciptaan ruang baru bagi kapitalisme 
telah ditesiskan oleh Lefebvre adalah syarat kebertahanan 
kapitalisme dari ancaman over-akumulasi (Lefebvre, 1976).
Pada era baru sejak 1980an, kapitalisme bangkit kembali 
dari krisis over-akumulasi dengan transformasi barunya 
bernama neoliberalisme. Harvey (2005) mendefinisikan 
neoliberalisme sebagai suatu praktik ekonomi politik yang 
menawarkan konsep bahwa pencapaian tertinggi manusia 
akan dapat diraih apabila kebebasan berusaha tiap individu 
dijamin serta kemampuan kelembagaannya dicirikan oleh 
kuatnya hak kepemilikan pribadi, pasar yang terbuka 
serta perdagangan yang bebas intervensi negara. Namun 
paradoks dari neoliberalisme adalah negara diminta perannya 
secara khusus sebagai penjamin lembaga keuangan untuk 
finansialisasi, memudahkan pembentukan struktur hukum 
dan keamanan atas kepemilikan pribadi dan mendorong 
berjalannya mekanisme pasar di seluruh wilayah dan atas 
seluruh aspek produksi. Maka negara dengan hak monopoli 
atas kekerasan dan definisi legalitas memainkan peran untuk 
mendukung dan mempromosikan proses akumulasi primitif di 
mana faktor-faktor ekstra ekonomi seperti kekuasaan politik, 
kekuasaan hukum dan bahkan pemaksaan dengan kekerasan 
dapat digunakan (Hall, 2013). 
Pada konteks transisi menuju masyarakat kapitalis, Harvey 
(2003) menyatakan bahwa transisi kapitalis membutuhkan 
negara sebagai unit yang penting untuk menjaga jalinan kuasa 
atas teritori dan logika kuasa kapitalistik. Untuk memuluskan 
proses perampasan, Harvey mengembangkan konsepsi 
Marx dengan tujuh modus akumulasi primitif agar suatu 
struktur ekonomi politik sebuah masyarakat memadai bagi 
neoliberalisme bekerja. Ketujuh modus tersebut adalah:
a) Privatisasi dan komodifikasi sumber agraria serta 
pengusiran paksa atas kaum tani.
b) Konversi sistem property right dari kepemilikan komunal 
maupun negara menjadi kepemilikan pribadi yang 
bersifat eksklusif.
c) Ditindasnya hak-hak masyarakat kebanyakan.
d) Komodifikasi atas tenaga kerja dan penghapusan bentuk-
bentuk produksi dan konsumsi alternatif (tradisional).
e) Proses pengambilalihan aset dan sumber daya melalui 
proses kolonial, neo-kolonial dan imperialistik.
f) Monetisasi nilai tukar dan pajak, khususnya pada tanah 
(sewa tanah).
g) Penggunaan tenaga kerja yang berkarakter perbudakan, 
penetapan utang dan penggunaan sistem kredit sebagai 
alat radikal dari akumulasi primitif.
Dari penelitian di lapangan ditemukan bahwa kapitalisme 
masuk ke perdesaan bukanlah tanpa karpet merah dan secara 
bebas mengubah suatu masyarakat pra-kapitalis menjadi 
masyarakat kapitalis. Negara dalam hal ini merupakan pihak 
yang menggelar karpet merah tersebut agar sesuai dengan 
tuntutan nilai kapitalisme global. Salah satu caranya adalah 
menjadikan sumber daya komunal yang tidak bernilai 
ekonomis dan hanya memiliki “nilai guna” menjadi komoditas 
yang memiliki “nilai tukar”. Cara yang efektif adalah melalui 
sertifikasi/legalisasi tanah-tanah pribadi agar tanah dapat 
menjadi “alat tukar” atau “kapital investasi”. Negara dalam 
proses awal ini berperan sangat esensial melibatkan birokrasi 
yang bekerja dalam relung-relung pseudo-legal dengan 
memunculkan spekulan tanah yang berwajah ganda dan elit 
penguasa yang dekat dengan pelaku bisnis. Setelah proses 
fasilitasi negara selesai, masuklah kapital korporasi dan 
menjalankan proses akumulasi kapital tanpa henti mengolah 
trinitas akumulasinya yakni tanah – buruh – kapital (Foley 
2003). Secara skematik proses pengambilalihan tanah di Pulau 
Pari dapat digambarkan pada Gambar 2.
Hasil akhir dari praktik-praktik kapitalisme yang masuk ke 
sistem tenurial pulau kecil adalah menciptakan ruang kapitalis 
baru berbasis kepemilikan pribadi oleh pihak di luar pulau/
tanah absentee, mengubah tanah menjadi komoditas, dan pada 
akhirnya menciptakan manusia tanpa tanah yang terpaksa 
mengabdi pada pemilik kapital untuk tetap hidup (Swanvri 
dkk, 2011). 
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Pengambilalihan tanah dari ruang subsisten nelayan dan warga 
pulau menjadi komoditas industri di Pari ini dalam perspektif 
ekonomi politik Marxian merupakan bentuk akumulasi primitif 
demi terciptanya prakondisi bagi kapitalisme. Kapitalisme 
sendiri bisa diartikan sebagai sistem sosial ekonomi yang 
bercirikan motif pencarian keuntungan melalui kontrol atas 
alat produksi, distribusi, dan pertukaran barang  berbasiskan 
kepemilikan pribadi melalui sebuah modus bernama akumulasi. 
Marx melalui konsepnya “akumulasi primitif” merumuskan 
bahwa kondisi awal yang dibutuhkan bagi kapitalisme adalah 
sebuah proses historis dimana produsen harus dipisahkan dari 
alat produksinya dan alat produksi ditranftromasi menjadi 
modal termasuk tenaga kerja buruh tersebut (Saphiro, 2008).
Simpul dan karakteristik konflik agraria Pulau Kecil
Dalam sebuah bentuk ringkas karakter konflik agraria di pulau 
kecil serta kegentingan yang muncul dari persoalan konflik 
agraria di Pari dapat diringkas dalam Tabel 3.
Dari Tabel 3 di atas secara ringkas dapat terlihat bahwa konflik 
menguat ketika masuknya industri wisata bahari yang datang 
dengan konsep pengelolaan sumber daya pulau menjadi lebih 
baik, lebih indah dan tertata serta memberikan pendapatan 
bagi daerah. Namun pada praktiknya, praktik privatisasi atas 
sumber daya agraria pulau kecil tidak memberikan kontribusi 
pada kemakmuran karena industri wisata tidak menginginkan 
adanya corak produksi non-kapitalis di dalam ruang barunya. 
Wakatobi bisa dijadikan contoh ketika ekowisata bertaraf 
internasional sekalipun tidak mengurangi ketimpangan dan 
tidak mensejahterakan warga setempat (Kasmiati dkk 2016), 
demikian pula di Gili Trawangan Nusa Tenggara Barat yang 
justru memarjinalkan masyarakat lokal (Dickerson 2008). 
Secara teoretik, studi kasus di Pulau Pari ini menguatkan 
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Gambar 2. Skema Pengambilalihan Tanah dari Masyarakat ke Swasta
Tabel 3. Karakteristik Konflik Agraria Pulau Kecil Pari Tahun 2016-2017
argumentasi Lefebvre mengenai reproduksi ruang kapitalis 
ke wilayah-wilayah periferi dan menciptakan ruang-ruang 
baru bagi industrialisasi sebagai jalan keluar over-akumulasi 
(Lefebvre 1976; Lefebvre 1991) namun aplikasi teori ini 
lebih luas dari kajian Lefebvre yang menunjuk wilayah urban 
sebagai locus dari reproduksi ruang. Wilayah insular seperti 
pulau kecil dan perdesaaan justru adalah potensi ruang besar 
bagi industrialisasi. Tesis Harvey (2003) tentang accumulation 
by dispossession memperjelas kemungkinan produksi ruang 
tersebut. Ketiadaan perlindungan atas properti komunal 
dan menguatnya pendekatan keamanan serta industri dalam 
aplikasi ekonomi neo-liberal akan menjadikan sumber-sumber 
agraria khususnya yang dikuasai publik maupun negara berada 
dalam ancaman besar akibat menguatnya relasi elit bisnis dan 
elit penguasa khususnya di tingkat lokal. Di sisi lain, ekslusi 
dan ekspulsi atas nelayan, petani dan masyarakat lokal akan 
terus terjadi dalam skema privatisasi, penghapusan model 
produksi konvensional, ekspansi industri dan penciptaan 
buruh bebas tanpa tanah.
KESIMPULAN DAN SARAN
Modus operandi perampasan di Pari bukanlah akibat 
kedatangan kapitalisme ke perdesaan melainkan dibukanya 
pintu lebar-lebar oleh negara di tingkat lokal agar investasi 
kapital masuk dan menguasai aset-aset publik dan aparat 
negara bisa mendapatkan keuntungan dari pengalihan 
tanah. Peran politik tingkat lokal di masa lalu menunjukkan 
karakter birokrasi yang lebih banyak menghasilkan rente 
dan pengambil keuntungan pribadi dan bukan pihak yang 
memberikan pembinaan dan perlindungan pada warganya. 
Peran-peran institusi dan mekanisme pseudo-legal terlihat 
dalam proses disposesi di Pari karena semua prosedur berjalan 
sesuai dengan aturan dan ketetapan legal namun memiliki 
legitimasi yang rendah karena pada tahap awal peralihan 
melibatkan proses-proses ekstra-legal berbau manipulatif, 
tidak tercatat, dan tidak dilakukan secara terbuka melibatkan 
warga lokal. Maka ekonomi politik konflik agraria di pulau 
kecil adalah institusionalisasi relasi negara dan korporasi untuk 
menyingkirkan sumber-sumber agraria yang dikuasai rakyat 
secara komunal untuk diubah menjadi komoditas investasi.
Berdasarkan kajian exploratory atas kasus konflik agraria 
di Pulau Pari dapat dikedepankan juga kesimpulan bahwa 
kajian dan penyelesaian konflik agraria khususnya di wilayah 
insular dan terpencil tidak bisa terbatas hanya menggunakan 
bukti-bukti legal formal melainkan membutuhkan perspektif 
sosio-historis di mana terdapat faktor-faktor alamiah yang 
menyebabkan warga lokal tidak terlayani oleh birokrasi 
sehingga tidak terlindungi dari ekspansi kapital. Dari 
rangkaian modus yang berlangsung di Pari, konflik agraria hari 
ini merupakan residual consequency dari persoalan ekonomi 
politik di masa lalu yang melibatkan aparat negara, individu-
individu yang menggunakan jabatan publik, warga lokal dan 
korporasi sebagai penerima transfer tanah. 
Sampai saat ini konflik legalitas versus legitimasi masih 
berlangsung, dan umumnya konflik agraria akan berlangsung 
lama dan berpotensi memunculkan kekerasan, terlebih 
aparat keamanan ikut terlibat dalam mendukung korporasi 
di Pari. Maka momen Nawacita yang salah satunya adalah 
mengembalikan cita-cita Reforma Agraria sebagai salah satu 
jalan menuju keadilan dan kesejahteraan petani dan nelayan 
seharusnya menjadi kesempatan bagi ATR/BPN, KKP, dan 
Pemerintah Daerah Provinsi DKI untuk menyelesaiaan konflik 
agraria di pulau kecil sebagai model penyelesaian konflik 
agraria dan pertanahan di pulau kecil lain. Adalah perlu 
untuk melakukan moratorium pemberian hak apapun di pulau 
kecil dan menjadikan tanah-tanah absentee di pulau kecil 
sebagai objek agraria sebagai awal penghapusan ketimpangan 
kepemilikan tanah di wilayah rentan seperti pulau kecil.
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